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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Alquran telah memberikan aturan-aturan umum atau prinsip-prinsip dasar
terhadap permasalahan hidup. Agar kehidupan suatu umat berjalan secara teratur
dan hubungan sesama manusia berjalan dengan rukun dan damai. Maka
diangkatlah seorang pemimpin yang diberikan kewenangan untuk mengomandoi
pelaksanaan aturan yang telah ditetapkan. Disamping itu manusia juga sebagai

manajer bumi adalah atas pemberian kuasa dari Allah.

Ada dua macam kekuasaan yang diberikan Allah kepada manusia,
kekuasaan yang bersifat umum dan kekuasaan yang bersifat khusus. Kekuasaan
yang bersifat umum adalah kekuasaan untuk memakmurkan kehidupan di bumi
sebagaimana Surat Hud ayat 61. Sedangkan kekuasaan yang bersifat khusus
adalah kekuasaan dalam pemerintahan negara dan memikulnya. Kekuasaan dalam
pemerintahan negara dapat diberikan kepada negara dan dapat pula diberikan
kepada individu. Kekuasaan yang diberikan negara berarti membebaskan
manusia dari kezaliman, merdeka, berdaulat dan mampu melindungi kepentingan-
kepentingan umat serta menjunjung tinggi suara hati nuraninya. Kekuasaan yang

diberikan kepada individu berupa pimpinan negara.

Orang yang diberi kekuasaan memimpin negara biasanya disebut sebagai
Khalifah seperti sebutan kepada Nabi Daud dalam Surat Sad ayat 36, kadang

dinamakan Imam seperti sebutan raja-raja Bani Israil dalam Surat al-Maidah ayat



20. Diantara lain Talut adalah seorang raja diantara mereka dalam Surat al-

Bagarah ayat 247.

Mengangkat kepala negara yang akan mengelola negara, memimpin
rakyat, dan mengurus segala permasalahan rakyatnya. Menurut Mujar Ibnu Syarif
yang mengutip dari Ibn Abi Rabi’, sangat urgen dilakukan. Karena tidak mungkin
suatu negara berdiri tanpa penguasa yang akan melindungi warganya dari
gangguan dan bahaya, baik yang timbul diantara mereka sendiri atau pun yang
datang dari luar.? Keberadaan kepala negara itu diperlukan tidak hanya sekedar
menjamin keselamatan jiwa dan hak milik rakyat serta terpenuhinya kebutuhan
materi mereka saja, tetapi lebih dari itu, juga untuk menjamin berlakunya segala
perintah dan hukum Allah. Karena memandang sedemikian urgennya eksistensi

seorang kepala negara.’

Ibn Taimiyah menyatakan sebagai berikut. Enam puluh tahun di bawah
pemerintahan imam (kepala negara) yang zalim ( tirani), lebih baik dari pada satu
malam tanpa kepala negara.* Keharusan adanya penguasa bagi umat Islam
dikuatkan juga dengan ayat-ayat Alquran yang menyebutkan kewajiban para
penguasa. Misalnya dalam Surat an-Nisa ayat 58, memerintahkan untuk

menunaikan amanat kepada yang berhak dan jika menetapkan hukum diantara

'Ahmad Azhar Basyir, Refleksi Atas Persoalan Kelslaman, Seputar Filsafat, Hukum,
Politik dan Ekonomi, (Mizan, Bandung, 1993), 49.

*Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, Figh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam,
(Erlangga: Bandung, 2008), 97.

%Sjadzali, Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: Ul-Press
1993), 89.

“lbnu Taimiyah, al-Siyasah al-Syar’iyah fi Islah al-Ra’iy Wa al-Ra’iyyah, (Riyadh: al-
Maktabah alSalafiyyah wa Maktabatuha, 1387H), 91.



umat manusia supaya menetapkan dengan cara yang adil. Seperti pada hadis nabi
yang menerangkan tentang pemimpin.

jika tiga orang keluar untuk bepergian hendaklah mereka menunjuk salah
seorang diantara mereka sebagai amir (pemimpin) mereka. (HR. Abu Daud)®

Masih banyak hadis Nabi lagi yang menyebutkan perihal imamah, yang
semuanya memberi pedoman tentang kehidupan bernegara. Para fugaha dengan
berlandaskan ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis Nabi, bersepakat bahwa hukum
mengangkat imam adalah wajib. Pendapat yang berbeda diperoleh dari salah satu
golongan dalam aliran Khawarij, yang berpendapat tidak wajib mengangkat
imam. Menurut khawarij, utamanya Fatiyah Ibn Amir al-Hanafi. Mengangkat
kepala negara itu hukumnya mubah. Artinya, terserah kehendak umat atau rakyat
mau melakukannya atau tidak. Umat atau rakyat tidak berdosa karena
meninggalkanya, dan tidak ada pula dalil nagliyah dan agliyah yang

memerintahkan atau melarangnya.®

Berkaitan dengan pengangkatan seorang pemimpin negara yang mengatur
pemerintahan, seorang tersebut haruslah beragama Islam. Di dalam Alquran
dengan tegas Allah SWT melarang kaum mukmin untuk menjadikan orang kafir
sebagai wali, pemimpin ataupun orang Kkepercayaan, Yyang dikarenakan
dikhawatirkan mereka akan berkhianat dan membuat kerusakan dengan berbuat
dosa di muka bumi. Larangan tersebut tercantum dalam surah Surat Ali-‘Imran

ayat 28. Pelarangan itu bukan tanpa sebab, karena sejarah telah membuktikan

*Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, (Libanon: Dar al-Kutub, Juz 11, 1996), 241.
®Mujar Ibnu Syarif, 108.



tabiat orang non-Muslim dan betapa kerasnya kaum non-Muslim telah secara

terang-terangan memperlihatkan permusuhannya terhadap kaum Muslimin.

Sebagai salah satu contohnya adalah pada suatu hari Rasul pergi ke bani
Nadhir meminta bantuan mereka atas diyat (denda) dua orang terbunuh dari bani
Amir yang dibunuh oleh Amir ibn Umayyah adh-Dhimari, karena persahabatan
yang Rasulullah ikat bersama mereka. Ketika beliau datang, mereka berkata “baik,
wahai Abu Qasim, kami akan membantumu dengan apa yang engkau inginkan”.
Pada saat itu, Rasul duduk bersandar di dinding rumah mereka. Kemudian mereka
saling berbisik, mereka berkata, “kalian tidak akan pernah mendapati lelaki itu
dalam keadaan seperti sekarang ini, ini adalah kesempatan buat kita, karena itu
hendaklah salah seorang dari kita naik kerumah ini menjatuhkan batu karang ke
arahnya, dengan demikian Kkita akan terbebas darinya”. Untuk tugas melempar
batu ini diserahkan kepada ‘Amr ibn Jahsy ibn Ka’ab. la naik keatas rumah untuk
melaksanakan rencana pembunuhan ini. Akan tetapi, Allah melindungi Rasul-Nya
dari manusia-manusia tersebut. la pun mengirimkan kabar dari langit tentang
rencana kaum tersebut. Lalu Rasul bergegas pulang ke Madinah dan menceritakan
kepada sahabat-sahabatnya tentang usaha penghianatan orang-orang Yahudi
tersebut. la kemudian memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk bersiap-siap pergi
memerangi mereka, sebagai mana yang dikutip oleh Mahir Ahmad Agha dalam

bukunya.’

'Mahir Ahmad Agha, Yahudi; Catatan Hitam Sejarah, Terj. Yodi Indrayadi, (Jakarta:
Qisthi Press, 2011), 118.



Sepeninggal Rasulullah, Negara Islam tidak pernah lepas dari makar dan
tipu daya mereka, bahkan mereka terus melanjutkan tindakan-tindakan keji
mereka. Pada zaman al-Khulafa’ ar- Rasyidun, mereka masuk Islam dan menjadi
kaum munafik agar dapat leluasa berbuat makar dan tipu daya terhadap Islam dan
kaum Muslimin. Para sejarawan menulis sepakat bahwa, pembunuhan Umar ibn
Khattab ra merupakan hasil dari rencana orang-orang Yahudi, Majusi dan
Romawi, yang dijalankan oleh Abu Lu’lu’ah al-Fairuz, seorang budak beragama
Majusi, dan disusun secara rahasia oleh kelompok orang yang sangat membenci

Islam.®

Pikiran kaum Muslimin dipenuhi oleh bayangan kejahatan internal Yahudi
yang dimulai sejak bangsa tersebut mengenal Nabi Muhammad dan Islam sampai
hari ini dan bahkan dari zaman Nabi Musa sampai hari kiamat. Yahudi tidak
henti-hentinya memusuhi Islam. Mereka membuat rencana berbagai kejahatan
konspirasi, intrik dan kebohongan untuk menghancurkan Islam dan menyesatkan
kaum Muslimin.® Sejarah masa lalu ini juga membuat rasa hubungan Kristen-
Islam di Indonesia menjadi tidak nyaman, seolah-olah menyimpan dendam nenek
moyang, dan seakan-akan menjadi ahli waris permusuhan dan perbedaan yang

tajam.

Dengan alasan-alasan di atas sekiranya kaum Muslimin ingin menguatkan

beberapa ayat-ayat Alquran yang memerintahkan kaum Muslimin dilarang untuk

®Ibid., 121.
Zulkarnaini Abdullah, Yahudi dalam al-Quran, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), 116.



menjadikan non-Muslim menjadi pemimpin mereka, salah satu ayat yang mereka

ajukan adalah Surat al-Maidah ayat 51. yaitu :
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Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang
Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah
pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil
mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan
mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang

zalim.*!

Di samping ayat tersebut, masih ada 5 ayat lagi yang sering digunakan
untuk menolak pemimpin non-Muslim, Yaitu Surat al-Maidah ayat 51 dan 57,
Surat at-Taubah ayat 12, Surat Ali-‘Imran ayat 28, dan Surat Al-Nisa’ ayat 144.
Ayat ini secara tegas melarang kaum Muslimin menjadikan non-Muslim menjadi
pemimpin mereka. Dalam ayat tersebut yang berbunyi “barangsiapa diantara
kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk
sebagian mereka”. Dari penjelasan ayat tersebut, dapat kemudian dipahami bahwa
siapa saja yang menjadikan non-Muslim pemimpin maka mereka digolongkan
dengan golongan non-Muslim, atau diancam sebagai orang yang keluar dari

barisan Muslimin.

al-Quran, 5: 51.
"Tim Disbintalat, al-Quran dan Terjemahan Indonesia, cet. XV1I, (Jakarta: Sari Agung,
2002), 117.



Secara umum ayat di atas memberi peringatan agar tidak menjadikan non-
Muslim sebagai sahabat karib, apalagi mengangkat mereka sebagai pemimpin
Kita, baik dalam organisasi apa lagi sebagai pemimpin negara, karena mereka itu
hanya bermuka manis, pada hal dalam hati mereka membenci. Mereka ini senang
kalau mendapat kesulitan, tetapi akan timbul kedengkiannya kalau mendapat
kesenangan sebagaimana diterangkan dalam Surat Ali-Imran ayat 120.
Argumentasi mengenai tidak bolehnya umat Islam mengangkat non-Muslim

sebagai pemimpin Muslimin adalah:

Pertama, karena non-Muslim tidak percaya terhadap kebenaran agama
yang dianut oleh umat Islam, dan ketika mereka berkuasa mereka biasa bertindak
sewenang-wenang terhadap umat Islam, semisal mengusir umat Islam dari tanah
kelahirannya. Kedua, karena non-Muslim sering mengejek dan mempermainkan
agama yang dianut oleh umat Islam. Ketiga, karena non-Muslim tidak henti-
hentinya menimbulkan kemudharatan bagi umat Islam, suka melihat umat Islam
hidup susah, sengsara dan mulut serta hati mereka menyimpan kebencian terhadap
umat Islam. Keempat, karena ketika telah berhasil menjadi penguasa atas umat
Islam, non-Muslim tidak akan memihak kepada kepentingan umat Islam
sebagaimana dalam Surat al-Taubah ayat 8, sebab biasanya mereka akan lebih
berpihak pada perjuangan membela kepentingan umat non-Muslim. Kelima,

karena pada saat berkuasa atas umat Islam , kepala Negara non-Muslim bisa



memaksakan umat Islam untuk murtad dari agama Islam. Keenam, karena

hakikatnya orang-orang non-Muslim adalah musuh Allah dan umat Islam. *2

Itulah alasan-alasan mengapa ulama melarang mengangkat non-Muslim
menjadi pemimpin atau menjabat dipemerintahan negara. Maka diangkatlah
seorang pemimpin yang diberikan kewenangan untuk mengomandoi pelaksanaan
aturan yang telah ditetapkan. Mengingat peranannya yang sangat signifikan, maka
dalam Islam pengangkatan seorang pemimpin adalah sesuatu yang sangat urgen.
Seorang pemimpin dalam Islam mempunyai tanggung jawab yang sangat besar,
bukan hanya menjadi pengarah dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh
manusia. Tetapi I1a merupakan khalifah Allah di dunia yang berperan
mengomandoi dan mengarahkan umat manusia agar mereka melaksanakan aturan

dan hukum Allah.*®

Untuk pertama kalinya pembahasan mengenai tema ini secara terbuka
menurut Mujar lbn Syarif dimulai di tahun 2006 pada seminar nasional yang
diselenggarakan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta yang dimotori oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syari’ah bekerja
sama dengan Forum Mahasiswa Syari’ah se-Indonesia (FORMASI), BEM
Fakultas Adab dan Humaniora, serta Partai Damai Sejahtera (PDS). Dalam
seminar tersebut terjadi perdebatan sengit antara Fauzan al-Anshari (Juru Bicara

Majelis Mujahidin Indonesia [MMI]) dengan Mujar lbn Syarif (Pembantu Dekan |

2Mujar Ibnu Syarif, Presiden Non Muslim di Negara Mulim: Tinjauan dari Perspektif
Politik Islam dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia (Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan, 2006), 2-3.

Blbid., 4.



Fakultas Syari’ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Ismail Yusanto (Tokoh
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ja’far Siddiq, tokoh Front Pembela Islam (FPI),
Ruyandi Hutasoit (Ketua Umum PDS) dan Djohan Effendi (Ketua Indonesia
Conference on Religion and Peace (ICRP). Inti dalam seminar tersebut yang
paling menolak pemimpin non muslim adalah Ja’far Siddiq dari FPI, berbeda
dengan Djohan Effendi yang menyatakan bolehnya suatu negara dipimpin oleh

non-Muslim dikarenakan demi terwujudnya penegakan hukum dan keadilan.

Menurut Syarif, setidaknya ada tiga alasan pokok yang mendasari
kontroversi tentang pemimpin non-Muslim di Indonesia , yaitu pertama adalah
karena UUD 1945 vyang berlaku saat ini dijiwai Piagam Jakarta yang
meniscayakan pemimpin seorang yang beragama Islam. Alasan kedua, non
muslim tidak dapat menjadi pemimpin, menurut Syarif sebab mayoritas penduduk
negara Indonesia beragama Islam. Argumentasi ketiga, non muslim dapat menjadi
pemimpin yang berpenduduk mayoritas Muslim karena tidak benar di Indonesia
ada konvensi yang diterima seluruh rakyat Indonesia bahwa pemimpin harus
beragama Islam. Munculnya Ruyandi Hutasoit sebagai bakal calon presiden dari
PDS menjelang pemilu presiden 2004 yang lalu, menurut Syarif cukup menjadi
bukti kuat bahwa tidak benar di Indonesia berlaku konvensi yang diterima semua

elemen bangsa bahwa pemimpin atau presiden RI harus seorang Muslim.**

Seperti halnya yang dialami oleh Novel Chaidir Hasan Bamukmin yang
bekerja di salah satu perusahaan ternama di Amerika Pitza Hutt yang sudah

sekian tahun bekerja dinaungan non-Muslim. Bagi Novel, tak masalah mencari

“Ibid., 5.
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nafkah di perusahaan yang dipimpin non muslim dan itu hanya untuk kedaulatan.
Surat al-Maidah konteksnya untuk kenegaraan, kepemerintahan, dan juga di
daerah mayoritas. Kalau di daerah minoritas seperti Bali, Papua, ayat itu tidak
berlaku, itu toleransi, dan saya sampaikan itu di Bawaslu. Dia menambahkan

“lakum dinukum waliadiin”.

Mengacu kepada ketentuan Alquran dan Sunnah yang berbicara soal
pemimpin non-Muslim, mayoritas ulama masih tetap teguh berpendapat, dalam
kondisi normal, kaum Muslimin di negara Islam, haram hukumnya memilih

pemimpin non-Muslim.

Dilatar belakangi oleh hal inilah, penulis berusaha melakukan pengkajian
dan analisa dengan tujuan agar mampu memahami pengertian tentang larangan
mengangkat pemimpin non-Muslim menurut Alquran dengan menggunakan

metode tematik.

. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Melihat latar belakang di atas, maka akan teridentifikasi berbagai
permasalahan yang akan muncul. Seperti bagaimana hukumnya memilih
pemimpin menurut Alquran, bagaimana Kriteria memilih pemimpin menurut

Alquran, dan masalah-masalah lainnya.

Tetapi mengingat banyaknya permasalahan yang teridentifikasi, maka
dalam penelitian tersebut dilakukan pembatasan masalah. Pembatasan masalah

dilakukan agar kajian ini tidak keluar dari fokus permasalahan semula dan dapat
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memenuhi target dengan hasil yang maksimal. Pembatasan masalah pada
penelitian ini hanya meliputi larangan mengangkat pemimpin non-Muslim

menurut Alguran dengan menggunakan metode tematik.

. Rumusan Masalah
Dari gambaran umum latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana ayat-ayat Alquran yang menjelaskan larangan mengangkat
pemimpin non-Muslim?
2. Bagaimana pendapat para Mufassir terhadap ayat-ayat Alquran tentang
larangan mengangkat pemipin non-Muslim?
. Tujuan Penelitian
Dari rumusan masalah di atas, Secara umum penelitian ini bertujuan
untuk:
1. Untuk Memaparkan ayat-ayat Alguran yang menjelaskan larangan
mengangkat pemimpin non-Muslim.
2. Untuk Menyajikan pendapat para Mufassir terhadap larangan mengangkat
pemimpin non-Muslim dalam Alquran.
. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan keilmuan
dalam bidang tafsir. Agar hasil penelitian ini betul-betul jelas dan berguna untuk
perkembangan ilmu pengetahuan, maka perlu dikemukakan kegunaan dari

penelitian ini. Adapun kegunaan hasil penelitian ini adalah:
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Sebagai sumbangsih penulis untuk beradaptasi dalam mengembangkan
pemikiran Algquran khususnya dan pemikiran kelslaman pada umumnya, dalam
rangka upaya mengakrabkan masyarakat Islam dengan pengembangan ilmu
pengetahuan.

Implementasi penelitian ini diharapkan bisa memberi pemahaman agar dapat

dipahami ayat-ayat Alquran untuk para pemimpin.

. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui

keorisinilan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, setelah

dilakukan telaah pustaka penulis menemukan beberapa karya yang membahas

masalah yang serupa dengan penelitian ini, akan tetapi berbeda dengan penelitian

dalam ini:

1.

Dalam  skripsi  “Kepemimpinan  Perempuan  dalam  Islam  (Studi
Pemikiran M. QuraishShihab) "yang di tulis oleh Fitriani (210000005) dalam
skripsi ini Quraish Shihab menyoroti kedudukan perempuan di dalam rumah
dan di luar rumah. Quraish Shihab menyatakan bahwa di dalam rumah tangga
perempuan harus tunduk dalam kepemimpinan laki-laki. Sedangkan diluar
rumah, perempuan boleh menjadi pemimpin meskipun di dalam kelompok
yang dipimpinnya terdapat laki-laki.

Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Firmansyah, “Pemimpin non-Muslim di
Indonesia Menurut Pandangan Anak UIN Sunan Kalijaga”, penelitian ini
berbentuk penelitian lapangan yang menggunakan teknik observasi dan

interview yang obyeknya mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Penulis
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membahas konsep kepemimpinan dalam Islam dan konsep kepemimpinan di
Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan mengumpulkan data hasil
wawancara yang telah dilakukan terhadap mahasiswa UIN Sunan Kalijaga
yang mencakup respon dan pandangan obyek yang diteliti. Pada akhirnya
peneliti menganalisis data-data hasil survey.

3. Skripsi Ardhian Wahyu Firmansya yang berjudul Pemimpin Non-Muslim di
Indonesia Menurut Pandangan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga (2012-2013).
Dalam skripsi ini dipaparkan bahwa pandangan mahasiswa UIN Sunan
Kalijaga tentang pemimpin non-Muslim di Indonesia dapat dikategorikan
menjadi tiga bagian. Pertama, mereka yang berfikir tekstualis, yaitu melihat
masalah pemimpin non-Muslim di Indonesia didasarkan yang ada pada teks
al-Qur’an dan sunnah. Kedua, mereka yang berfikir konstektual, yaitu
melihat fenomena pemimpin non-Muslim di Indonesia didasarkan pada teks,
akan tetapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian. Ketiga, mereka
yang berfikir moderat, yaitu cenderung berfikiran realistis dalam melihat

masalah adanya pemimpin non-Muslim di Indonesia.

Berdasarkan penelusuran dari beberapa penelitian yang telah peneliti
kemukakan di atas, maka peneliti memilih judul dengan alasan belum pernah
dibahas oleh peneliti terdahulu. Setelah dilihat dari beberapa literatur belum ada
buku yang membahas larangan mengangkat terhadap pemimpin non-Muslim
secara spesifik, yang ada hanya pembahasan secara umum tentang pemimpin
non-Muslim. Dari sinilah penulis mencoba untuk mengembangkan tentang

pembahasan tersebut.
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G. Metode Penelitian
Setiap kegiatan yang bersifat ilmiah, memerlukan adanya suatu metode
yang sesuai dengan masalah yang dikaji, karena metode merupakan cara
bertindak agar kegiatan penelitian bisa dilaksanakan secara rasional dan terarah
demi mencapai hasil yang maksimal.'”> Adapun metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah /ibrary research (penelitian kepustakaan) yaitu
serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data
pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian, yaitu
dengan mengumpulkan teori-teori dalam kitab-kitab, pendapat para ahli dan
karangan ilmiah lainnya yang ada relevansinya dengan pembahasan dengan
karya penelitian ini. Maka teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah
metode dokumentasai, dengan memperoleh data dari benda-benda tertulis
seperti buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat, catatan harian dan
sebagainya.'®
2. Metode penelitian
Penelitian ini bersifat kualitatif sebuah metode penelitian atau inkuiri
naturalistik atau alamiyah, perspektif ke dalam dan interpreatif.’’” Inkuiri
naturalistik adalah pertanyaan yang muncul dari diri penulis terkait persoalan

tentang permasalahan yang sedang diteliti. Perspektif ke dalam adalah sebuah

>Anton Bakker, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 10.

'®Fadjrul Hakam Chozin, Cara Mudah Menulis Karya llmiyah,(Ttp: Alpha, 1997), 66.

YLexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya,
2002), 2.
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kaidah dalam menemukan kesimpulan khusus yang semula didapatkan dari
pembahasan umum. Sedangkan interpretatif adalah penterjemahan atau
penafsiran yang dilakukan oleh penulis dalam mengartikan maksud dari suatu
kalimat, ayat atau pernyataan.
3. Sumber Data
Mengingat penelitian ini menggunakan metode Library Research,
maka diambil data dari berbagai sumber tertulis. Dalam pembahasan skripsi
ini menggunakan sumber data yang terbagi menjadi sumber data primer dan
sumber data skunder, yang perinciannya sebagai berikut:
a. Sumber Data Primer
Sumber primer adalah sumber yang berasal dari tulisan buku-buku
yang berkaitan langsung dengan buku ini. Sumber utama penelitian ini
adalah al-Quran dan kitab-kitab tafsir, yaitu antara lain:
- Alguran
- Al-Hadith
- Tafsir Al -Misbah karya Quraish Shihab
- Tafsir Ibn Katsir
- Tafsir fi Dzilalil Qur’an karya Sayyid Quthb
b. Sumber Data Skunder
Sumber data skunder adalah buku-buku kepustakaan yang erat
kaitannya dengan terkait tentang larangan mengangkat terhadap pemimpin
non-Muslim: “Bila Pemimpin kita Non Muslim” yang dikarang Dipo

Alam, “Presiden Non Muslim Di Negara Muslim” yang dikarang oleh
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Mujar Ibnu Syarif, dan “Presiden Non Muslim di Komunitas Masyarakat

Muslim jurnal yang ditulis Mary Silvita.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul secara lengkap dari berbagai sumber referensi,

kemudian penulis membahas dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- Maudu’i: menurut bahasa adalah meletakkan, menjadikan atau membuat-

buat. Sedangkan menurut istilah adalah suatu metode yang berusaha

mencari ayat Alguran tentang suatu masalah tertentu dengan jalan

menghimpun seluruh ayat-ayat yang dimaksud, lalu menganalisanya

melalui pengetahuan yang relevan dengan masalah yang dibahas,

kemudian melahirkan konsep yang utuh dari Alquran tentang masalah

tersebut.'®

- Langkah-langkah untuk menerapkan tafsir maudu’i: menetapkan masalah

yang akan dibahas, menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan

masalah tertentu, menyusun runtutan ayat-ayat sesuai masa turunnya

disertai dengan sebab turunnya ayat, memahami kolerasi antara surah

yang satu dengan surah yang lain, menyusun atau menyempurnakan

pembahasan judul atau topik kemudian dibagi ke dalam beberapa bagian

yang berhubungan, mempelajari ayat-ayat secara keseluruhan dengan

jalan menghimpun ayat-ayat yang mempunyai pengertian yang sama.'

¥Abd al-Hayy al-Farmawi, Metode Tafsir Mawdlu’iy, (Jakarta: PT. Grafindo Persada,

1994), 37.
M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur an, (Bandung: Mizan, 1995), 125-126.
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H. Sistematika Pembahasan

Dalam menguraikan pembahasan penelitian ini, diperlukan suatu
sistematika agar memudahkan dalam penelitian maupun memudahkan dalam
memahamkan pembaca. Maka sistematika pembahasan pada penelitian ini terbagi

ke dalam lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan meliputi latar belakang masalah, identifikasi
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka,

metode penelitian, sistematika penulisan dan daftar pustaka.

Bab kedua, landasan teori, berupa bab pembahasan yang membahas
tentang pemimpin non-Muslim dalam perspektif Alquran, yang berbicara tentang
pengertian pemimpin, kewajiban pemimpin, hak pemimpin, pengertian non-

Muslim, hak-hak orang non-Muslim.

Bab ketiga, sajian data membahas ayat-ayat Alguran yang berkaitan

dengan larangan mengangkat pemimpin non-Muslim dan penafsirannya.

Bab keempat, analisis tentang larangan mengangkat terhadap pemimpin

non-Muslim dan penafsirannya.

Bab kelima, merupakan akhir dari keseluruhan bab yang berisikan

penutup, kesimpulan dan saran.



